
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka    

dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pengambil alihan Tanah Hak Pakai 

Tanpa Izin yang Berhak Atas Perkebunan Teh PPTK (Pusat penelitian 

Teh dan Kina) oleh Masyarakat di Kabupaten Bandung adalah Pasal 33 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yang 

diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria kemudian dijabarkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.  

2. Akibat Hukum Pengambil alihan tanah tanpa izin dari yang berhak atas 

Perkebunan Teh Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria adalah bahwa masyarakat Desa Cibeureum Kecamatan 

Kertasari Kabupaten Bandung harus menempuh proses memperoleh 

tanah Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) dengan cara memohon 

kepada lembaga Pusat Penelitian Teh dan Kina  (PPTK) untuk 

memperoleh tanah, bukan mengambil alih tanah hak pakai milik Pusat 

Penelitian Teh dan Kina (PPTK), sebab apabila caranya seperti itu tidak 

dapat menghaki tanah hak pakai Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) 



karena tidak melakukan permohonan hak atas tanah berdasarkan tata 

cara yang seharusnya sesuai dengan peraturannya. 

3. Upaya Penyelesaian yang dilakukan Pusat Penelitian Teh dan Kina 

(PPTK) terhadap Peristiwa yang terjadi di perkebunan teh di Kabupaten 

Bandung adalah menurut sistem hukum positif Indonesia dalam upaya 

menyelesaikan sengketa tanah ada upaya-upaya penyelesaian yang 

dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yang meliputi 

penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi, atau yang lebih 

dikenal dengan ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Pusat 

penelitian Teh dan Kina melakukan upaya penyelesaian melalui 

Pengadilan Negeri (Litigasi). 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 

dapat diberikan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Dalam hal pengaturan tanah yang dipakai atau diambil alih tanpa izin 

yang berhak atau kuasanya karena kesalahan dalam proses mengambil 

alih tanah hak pakai yang seharusnya diizinkan oleh pejabat yang 

berwenang. Menurut peneliti, perlu adanya pembaharuan regulasi 

berhubung masalah pertanahan yang terjadi pada jaman sekarang sudah 

semakin kompleks, seperti diperjelas mengenai regulasi pertanahannya 

ditinjau dari perspektif Hukum Perdatanya. 

2. Dalam hal akibat hukum yang diterima oleh masyarakat Desa 

Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dan Pusat 



Penelitian Teh dan Kina (PPTK), untuk menghindari sengketa yang 

terjadi di masa yang akan datang sebaiknya diperjelas mengenai 

pengetahuan umum mengenai lembaga Pusat Penelitian Teh dan Kina, 

terutama masalah aset tanah yang dimilikinya, atau dengan kata lain 

melakukan transparansi antara Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) 

dengan masyarakat Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten 

Bandung serta diperlukan adanya penyuluhan hukum oleh akademisi 

atau professional untuk mengetahui bagaimana proses mendapatkan 

tanah untuk dihaki dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

3. Dalam hal upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian 

Teh dan Kina (PPTK)  yang diselesaikan melalui badan peradilan 

umum (Litigasi) yaitu di Pengadilan Negeri, sebaiknya diadakan 

kembali pengadilan khusus yang menangani masalah sengketa 

pertanahan seperi halnya Pengadilan Landreform yang dulu pernah 

diberlakukan di Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional sebaiknya 

lebih menggencarkan departemen penyelesaian sengketa tanah. Sebab, 

masalah pertanahan di Indonesia  sangat banyak dan sangat kompleks. 

 


